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BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG
PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26

Mengingat :

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun
2011 tentang Penangulangan Bencana perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perencanaan Penanggulangan

Bencana;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
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. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan

Nasional Penangulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Penangulangan Bencana,;

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trengggalek
Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun
2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
8);
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18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 30 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Trenggalek.

. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya

disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Trenggalek.

. Perencanaan Penanggulangan Bencana adalah dokumen

yang memuat data dan informasi mengenai resiko bencana
di wilayah Kabupaten Trenggalek serta berisi rumusan
program kegiatan dan fokus prioritas penanggulangan
yang diperlukan untuk menurunkan resiko bencana,
penanganan kondisi tanggap darurat serta upaya

pemulihan yang tepat sasaran.

. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak

psikologis.
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Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman maupun

kerentanan pihak yang terancam bencana.

. Kesiapsiagaan adalah  serangkaian kegiatan  yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna.

Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungasi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan ganguan kegiatan masyarakat.
Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang

memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran
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utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pascabencana.

16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana.

17. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena
dampak bencana.

18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang
dan/atau badan hukum.

19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk
jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak
buruk bencana.

20. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima
tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang

cacat dan orang lanjut usia.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman bagi pemangku kepentingan penanggulangan

Bencana dalam merencanakan penanggulangan Bencana.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan
penanggulangan Bencana; dan
b. agar pelaksanaan penangulangan Bencana di wilayah
Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib,

terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.



-7 -

BAB 111
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengenai Perencanaan

Penanggulangan Bencana.

BAB IV

PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

(1) Perencanaan Penanggulangan Bencana meliputi:

a.

pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana,;

b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;

c. analisis kemungkinan dampak Bencana;

d.

e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan

pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana,;

dampak Bencana; dan
alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang

tersedia.

(2) Uraian mengenai Perencanaan Penanggulangan Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



